BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 217 /KEP/BPP/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa Fasilitas Pembangunan Rumah Susun
Negara bagi Pegawai Negeri Sipil yang dibangun di
Kabupaten Padang Pariaman, perlu dikelola agar
tuyjuan pembangunannya berhasil guna dan
berdaya guna serta mencapai target dan sasaran
yang diharapkan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 huruf c
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang
Rumah Susun, Bupati melakukan Pembinaan atas
Penyelenggaraan Rumah Susun yang salah satu
lingkup Pengaturannya meliputi Pengelolaan;

c. bahwa dalam Pelaksanaan Pengelolaan, perlu
membentuk Tim Pengelola Rumah Susun
Sederhana Sewsa;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c,
perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang
Pembentukan Tim Pengelola Rumah Susun
Sederhana Sewa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang
Rumah Susun (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan

PARAF KOORDINASI Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252)
WABUP sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

SEKDA tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
KA SKPOIASISTEN k U_ndang—Updang _Norpor 2 Tahun 2022 tentang
‘ Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
KABAG.HUKU:! H Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6852);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587)
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sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang
Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Repbulik Indonesia Nomor 6968);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Rumah Susun (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6625);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 6523);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021
tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan
Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6630);
Peraturan Menteri  Pekerjaan Umum  dan
Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2018

tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan
Rumah Susun sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan  Menteri Pekerjanan Umum  dan
Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
01/PRT/M/2018 tentang Bantuan Pembangunan
dan Pengelolaan Rumah Susun;
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10.  Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman
Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang
Pariaman Tahun 2025 Nomor 6);

11. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 38
Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU . Pembentukan Tim Pengelola Rumah Susun Sederhana

Sewa dengan susunan keanggotaan tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan Bupati ini.

KEDUA . Pengelola sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU
memiliki tugas sebagai berikut :
a. Tim Pembina bertugas :

1. memberikan arahan, pertimbangan dan pendapat
terhadap pelaksanaan Pengelola Rumah Susun
Sederhana Sewa Aparatur Sipil Negara Pemerintah
Kabupaten Padang Pariaman; dan

2. memantau dan mengevaluasi perkembangan/
kemajuan Rumah Susun Sederhana Sewa Aparatur
Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Padang
Pariaman.

b. Tim Teknis bertugas :

1. melakukan seleksi dan menetapkan calon
penghuni;

2. memungut iuran yang ditetapkan untuk keperluan
sewa, air bersih, kebersihan, listrik serta
keamanan sesuai kesepakatan;

3. melaksanakan pengaturan dan penertiban teknis
berkaitan dengan pengelolaan rumah susun

PARAF KOCRDINAS sederhana sewa;
4. melakukan pemeliharaan gedung dan kelengkapan
WABUP 7{_ rumah susulr)1 sederhana segwa; . da
2 FKDA T‘P 5. melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
J 6. meningkatkan kegiatan operasional dan

KA SHPOIASISTEN pemeliharaan rumah susun sederhana sewa;

\KiBAG.“UWﬁ / 7. melakukan pengendalian, pengawasan, keamanan

L dan ketertiban bagi penghuni rumah susun
{ sederhana sewa; dan

8. membuat laporan bulanan, evaluasi dan
inventarisasi keadaan rumah susun sederhana
sewa.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam
melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya
Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang
Pariaman Tahun Anggaran 2026 pada Dokumen
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Pelaksanaan  Anggaran  Dinas  Lingkungan  Hidup
Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

KELIMA : Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat mutasi
jabatan dan/atau pergantian, maka posisi Pejabat yang
digantikan tersebut cukup dengan melampirkan Surat
Keputusan dan/atau Nota Dinas Penunjukan terhitung
mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah
Keputusan Bupati ini.

KEENAM  : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.
Ditetapkan di Pari’l)( Malintang
pada tanggal 3 Juli 2026
PARAF KOORDINASH BUPATI PADANG PARIAMAN,
WABUP | 2
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JOHN KENEDY AZIS

Tembusan disampaikan kepada yth :
1. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parik Malintang;
2. 8dr. Yang bersangkutan.
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